
 

SALINAN  
 

 
 
 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 

NOMOR   14   TAHUN   2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN  
USAHA PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif 

guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung 
dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan yang prima kepada dunia usaha di 
Kabupaten Purbalingga telah diatur dalam  Peraturan 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2013 

tentang  Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 

b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin 
Usaha Perdagangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penerbitan 
Surat Izin Usaha Perdagangan perlu disesuaikan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2013 

tentang  Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor  3209 ); 

 



 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3214); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 
Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720 ); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3817); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan  Lembaran   Negara   

Republik Indonesia Nomor 4724 ); 

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4756); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

12. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2012  tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia  Nomor 5355); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang 
Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144), 



 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1467); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria 

Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang 
Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang 

Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang 

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10 ); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2013 Nomor 10) 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga  Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga  
Nomor 30); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

dan 

BUPATI PURBALINGGA 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG 
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN. 

 

 



 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 
10 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah 

5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perindustrian dan 
perdagangan. 

6. Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya 
disebut Pejabat Penerbit SIUP adalah pejabat yang bertanggung jawab 
dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. 

7. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti 
jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan 

dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai 
imbalan dan/atau kompensasi. 

8. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha 

(aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha. 

9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, 
bekerja serta dalam wilayah Kabupaten Purbalingga untuk tujuan 

memperoleh keuntungan. 
10. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang 

menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, 

berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah 
Kabupaten Purbalingga untuk tujuan memperoleh keuntungan dan 

atau laba. 
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah 

Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 

12. Surat Permohonan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat     
SP-SIUP adalah formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan 
yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin 

Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar. 
13. Perubahan perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang 

meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat 
kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan 
kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/jasa 

dagangan utama. 
14. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit 

atau bagian dari Perusahaan Induknya yang dapat berkedudukan di 
tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas 
untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 

 



 

15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor 
pusat perusahaan untuk melakukan kegiatan dan/atau pengurusannya 

menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.   
16. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau badan hukum 

yang menjalankan sesuatu  jenis perusahaan. 

17. Pedagang besar adalah perorangan atau badan hukum yang bertindak atas 
namanya sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menunjukan untuk 

menjalankan kegiatannya dengan cara membeli, menyimpan dan menjual 
barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir. 

18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Penerbitan SIUP adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
itu membuat terang tindak pidana dibidang Penerbitan SIUP yang terjadi 

serta menentukan tersangkanya. 
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Repubilk Indonesia atau Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
undang untuk melakukan penyidikan. 

20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah 

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk 
melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 

 
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan 
Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di 
seluruh wilayah Negara  Republik Indonesia. 

 

(2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab 
Perusahaan Perdagangan atas nama perusahaan. 

 

(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada 
penanam modal dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang penanaman modal. 
 

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 
 

(1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan 

usaha. 
 

(2) Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP 
baru tidak dikenakan retribusi. 

 

(3) Dihapus. 
 

(4) Dihapus. 
 

(5) Dihapus. 
 

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 

 
(1)   Bupati berwenang melaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan dan penyelenggaraan  penerbitan SIUP. 

 



 

(2)   Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah  terkait. 

  

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 10 

 
Pejabat penerbit SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam 

menerbitkan SIUP harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Purbalingga. 
 

 Ditetapkan di Purbalingga 

          pada tanggal  9 April 2018     
                     

BUPATI PURBALINGGA, 

 
ttd 

 
T A S D I 

 

 
Diundangkan di Purbalingga 

pada tanggal 10 April 2018 
 

     
    SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 
                  ttd 
 

      WAHYU KONTARDI 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 14 

   

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA 
TENGAH : (14/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PENJELASAN 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR   14   TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN  
USAHA PERDAGANGAN 

 

 
1. UMUM 

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong 
peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan 
penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang prima kepada dunia usaha 

telah diatur dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 
Tahun 2013 tentang  Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. 

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin 

Usaha Perdagangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 10 Tahun 2013 tentang  Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 
perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut adalah SIUP diterbitkan 

berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku 
untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara  Republik 

Indonesia dan tidak adanya registrasi ulang SIUP. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 

10 Tahun 2013 tentang  Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. 

 

2. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 
 

Pasal 1 
       Cukup jelas 
 

Pasal 6  
       Cukup jelas 
 

Pasal 7  
       Cukup jelas  
 

Pasal 9  
       Cukup jelas 

 

Pasal 10 
       Cukup jelas 
 

Pasal II 
        Cukup Jelas 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 62 


